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ABSTRAK 

 

Pembatasan periode masa jabatan hakim konstitusi berimplikasi terhadap 

independensi kekuasaan kehakiman. Dengan adanya periode kedua atau dapat diangkat 

kembali dapat memberikan potensi terhadap pengaruh politik dan kontroversi dalam 

pengajuan hakim konstitusi untuk periode kedua, sehingga dapat menurunkan 

independensi kekuasaan kehakiman. Namun putusan Mahkamah Konstitusi yang 

mengadili dan memutus perkara penghapusan periode masa jabatan hakim konstitusi pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga dapat menimbulkan terjadinya 

pelanggaran terhadap asas nemo judex in causa sua yang berarti hakim tidak dapat 

memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Atas dasar gagasan inilah 

penulis akan mencoba memecahkan rumusan masalah yaitu, Pertama bagaimana 

implikasi periode masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap kemandirian 

kekuasaan kehakiman? Dan yang Kedua bagaimana penggunaan asas nemo judex in 

causa sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi? Kajian yang dilakukan penulis adalah 

metode yurudis normatif yang menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan 

konsep dan pendekatan perbandingan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis secara kualitatif. 

Kemudian pokok bahasan yang dihasilkan adalah batasan periode masa jabatan hakim 

selama 5 (lima) tahun dan potensi terpilihnya kembali hakim konstitusi pada 

periode kedua berdampak buruk pada kekuasaan kehakiman. Sedangkan periode 

yang lebih panjang hingga usia pensiun dapat memperkuat independensi hakim. 

Oleh karena itu periode masa jabatan hakim konstitusi perlu dilakukan perubahan 

dengan masa jabatan yang lebih panjang namun hal ini memerlukan proses seleksi 

dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Kemudian dikenal adanya asas nemo judex in causa sua yang berarti seseorang 

tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili kepentingan dirinya sendiri karena 

kondisi tersebut sangat mungkin menimbulkan kecenderungan hakim untuk 

memihak sehingga mengakibatkan tidak lagi tercapai keadilan sebagai tujuan dari 

proses peradilan. 


